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LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 22 TAHUN 2015
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN

TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan
kelancaran dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
di Desa, dipandang perlu menyempurnakan Peraturan
Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman
Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

b. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman
Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun
2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106
Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2014
Nomor 314);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN KEPALA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGADAAN
BARANG/JASA DI DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Lembaga

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13

Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan

Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2013 Nomor 1367) diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 Pasal, yakni
Pasal 7A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

Bagi Bupati/Walikota yang belum menetapkan
Peraturan  Bupati/Walikota tentang Tata Cara
Pengadaan Barang/Jasa, pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa di Desa yang pembiayaannya bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
berpedoman pada Peraturan Kepala ini, atau praktik
yang berlaku di desa sepanjang tidak bertentangan
dengan Tata Nilai Pengadaan sebagaimana yang
tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala ini.

2. Ketentuan BAB I huruf D dalam Lampiran diubah
sehingga berbunyi sebagai berikut:

D. Tata Nilai Pengadaan

1. Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-
prinsip sebagai berikut:

a. efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa
harus diusahakan dengan menggunakan
dana dan daya yang minimum untuk
mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu
yang ditetapkan atau menggunakan dana
yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil
dan  sasaran dengan kualitas yang
maksimum; .

b. efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus
sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang
telah ditetapkan serta memberikan manfaat
yang sebesar-besarnya,;

c. transparan, berarti semua ketentuan dan
informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa
bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas
oleh masyarakat dan Penyedia Barang/Jasa
yang berminat;



d. pemberdayaan masyarakat, berarti
Pengadaan Barang/Jasa harus dijadikan
sebagai wahana pembelajaran bagi
masyarakat untuk dapat mengelola
pembangunan desanya;

e. gotong-royong, berarti penyediaan tenaga
kerja oleh masyarakat dalam pelaksanaan
kegiatan pembangunan di desa; dan

f. akuntabel, berarti harus sesuai dengan
aturan dan ketentuan yang terkait dengan
Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat
dipertanggungjawabkan.

2. Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika
meliputi bertanggung jawab, mencegah
kebocoran, dan pemborosan keuangan desa,
serta patuh terhadap ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah ini berlaku pada tanggal
diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 8 Oktober 2015
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